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Abstract 

The increasing deforestation in Sumatra shows that the principles of good governance in forest management have 

not been optimally implemented, giving rise to legal issues regarding the accountability of the government as the 

administrator of the state. This research is important to assess the extent to which the state can be held responsible 

for ecological damage resulting from weak supervision, inaccurate licensing procedures, and various forms of 

maladministration in the forestry sector. Using a socio-legal approach, this study combines a normative analysis 

of the forestry and state administration legal frameworks with an empirical study of the socio-ecological 

conditions in Sumatra. The results of the study show that regulatory disharmony, low transparency, ineffective 

oversight mechanisms, and minimal public participation are factors that exacerbate forest destruction. The 

government is also considered to have not fully implemented its constitutional obligation to ensure a good and 

healthy environment for the community. In addition, this study found indications of authority abuse and 

administrative negligence that could potentially be classified as unlawful acts by the government. Therefore, 

controlling deforestation requires comprehensive forestry governance reform through regulatory harmonization, 

strengthened accountability, increased oversight effectiveness, and expanded community participation. These 

efforts are necessary to ensure that public administration policies and practices are in line with the principles of 

good governance and capable of ensuring environmental sustainability in Sumatra. 

Keywords: Deforestation in Sumatra, Good Governance, Accountability. 

Abstrak 

Deforestasi yang terus meningkat di Sumatera menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip tata 

kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan, sehingga menimbulkan persoalan yuridis mengenai 

pertanggungjawaban pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara. Penelitian ini penting dilakukan 

untuk menilai sejauh mana negara dapat dimintai tanggung jawab atas kerusakan ekologis yang muncul akibat 

lemahnya pengawasan, ketidaktepatan prosedur perizinan, serta berbagai bentuk maladministrasi yang terjadi 

pada sektor kehutanan. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggabungkan analisis 

normatif terhadap kerangka hukum kehutanan dan hukum administrasi negara dengan kajian empiris mengenai 

kondisi sosial-ekologis di Sumatera. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakharmonisan regulasi, rendahnya 

transparansi, tidak efektifnya mekanisme pengawasan, serta minimnya partisipasi publik menjadi faktor yang 

memperburuk kerusakan hutan. Pemerintah juga dinilai belum secara penuh melaksanakan kewajiban 

konstitusional dalam menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini 

menemukan indikasi adanya penyimpangan kewenangan dan kelalaian administratif yang berpotensi 

dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengendalian deforestasi 

membutuhkan reformasi tata kelola kehutanan secara menyeluruh melalui harmonisasi regulasi, penguatan 

akuntabilitas, peningkatan efektivitas pengawasan, serta perluasan partisipasi masyarakat. Upaya ini diperlukan 
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agar kebijakan dan praktik administrasi publik selaras dengan prinsip-prinsip good governance serta mampu 

menjamin keberlanjutan lingkungan di Sumatera. 

Kata Kunci: Deforestasi Sumatera, Good Governance, Tanggung Gugat. 

A. PENDAHULUAN 

 Peningkatan deforestasi di wilayah Sumatera menunjukkan kurang optimalnya peran 

pemerintah dalam menjaga keberlanjutan hutan sebagai aset publik penting(Krisdianto, 2025). 

Situasi tersebut memunculkan persoalan hukum mengenai sejauh mana negara dapat dimintai 

tanggung jawab atas kerusakan ekologis yang timbul akibat kelalaian pengawasan. Kerusakan 

hutan menimbulkan dampak seperti banjir, tanah longsor, dan hilangnya biodiversitas yang 

mengganggu kehidupan masyarakat(Fitriandhini & Putra, 2022). Oleh karena itu, perlu 

dianalisis kembali bagaimana prinsip-prinsip good governance dijalankan dalam pengelolaan 

hutan oleh negara. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi isu 

hukum terkait pertanggungjawaban pemerintah terhadap deforestasi di Sumatera. 

Kajian tanggung jawab pemerintah berlandaskan pada teori negara hukum yang 

menegaskan kewajiban negara menjaga lingkungan hidup(Ismoyo, Apriyanto, Harryanti, & 

Judijanto, 2025). Teori good governance memberikan parameter normatif mengenai 

keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi rakyat dalam tata kelola 

pemerintahan(Hadjon, 2010). Prinsip tersebut menjadi dasar untuk menilai sejauh mana 

pemerintah telah mengelola hutan sesuai prinsip pemerintahan yang baik. Selain itu, teori state 

liability memberikan kerangka untuk menentukan apakah kerusakan lingkungan merupakan 

akibat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah(Widowaty, Pratiwi, & Kautsar, 2022). 

Semua teori ini akan dipakai dalam analisis data pada bagian hasil dan pembahasan. 

Amalina dan Salman dalam kajiannya tentang tanggung jawab administratif pada Proyek 

food estate menemukan bahwa lemahnya sistem regulasi dan pengawasan menjadi pemicu 

utama terjadinya degradasi lingkungan(Amalina & Salman, 2025). Penelitian tersebut juga 

memperlihatkan bahwa ketidakpastian mekanisme pertanggungjawaban berpengaruh pada 

efektivitas perlindungan lingkungan. Di sisi lain, penelitian Sukadi, Pinatih, dan Sari mengenai 

perdagangan karbon di Katingan Mentaya menekankan perlunya tata kelola lingkungan yang 

transparan dan akuntabel(Sukadi, Pinatih, & Sari, 2020). Hasil penelitian itu menunjukkan 

bahwa praktik tata kelola yang baik dapat menghindarkan terjadinya penyimpangan dalam 

implementasi program mitigasi perubahan iklim. Meski demikian, belum ada keterkaitan 

langsung yang dibangun antara temuan-temuan tersebut dengan isu deforestasi di kawasan 

Sumatera. 
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Utami dan Primawardani dalam penelitiannya tentang hak lingkungan masyarakat Riau 

mengemukakan bahwa negara berkewajiban menjaga kualitas lingkungan melalui tindakan 

pencegahan yang efektif(Utami & Primawardani, 2021). Penelitian tersebut menegaskan 

bahwa lemahnya pengawasan pemerintah berperan dalam meningkatnya risiko kebakaran 

hutan yang merugikan masyarakat. Studi itu juga menggarisbawahi bahwa perlindungan 

lingkungan merupakan bagian dari hak fundamental yang harus dipenuhi negara. Namun, 

penelitian tersebut belum mengkaji lebih jauh bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam 

persoalan deforestasi yang disebabkan oleh berbagai aktivitas selain kebakaran. Oleh sebab itu, 

penelitian ini memberikan nilai tambah melalui kajian komprehensif mengenai akuntabilitas 

pemerintah dalam deforestasi Sumatera berbasis prinsip good governance. 

Penelitian ini memiliki urgensi karena deforestasi Sumatera tidak hanya merupakan 

persoalan ekologis tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum pemerintah. Banyak 

penelitian terdahulu hanya menekankan aspek teknis tanpa menempatkan negara sebagai pihak 

yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Gap utama terletak pada minimnya studi yang 

mengintegrasikan prinsip good governance dengan kewajiban konstitusional negara dalam 

menjaga hutan. Hal ini memperlihatkan perlunya analisis kritis terhadap tindakan pemerintah 

berdasarkan standar akuntabilitas publik. Karena itu, penelitian ini berupaya memberikan sudut 

pandang baru mengenai hubungan antara governance dan tanggung jawab negara. 

Rumusan masalah penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah terhadap deforestasi di Sumatera berdasarkan prinsip-prinsip good governance. 

Analisis mencakup evaluasi terhadap aspek pengawasan, penegakan hukum, dan pencegahan 

kerusakan hutan. Tujuan lain adalah untuk mengetahui apakah pemerintah telah memenuhi 

unsur transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kepatuhan hukum dalam mengelola hutan. 

Selain itu, penelitian ini bertujuan menyajikan tinjauan kritis mengenai relevansi teori good 

governance sebagai standar penilaian terhadap tindakan pemerintah. Dengan demikian, 

penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pengembangan ilmu maupun kebijakan 

lingkungan. 

B. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, pendekatan sosio-legal digunakan dengan menggabungkan 

penelaahan normatif atas ketentuan hukum yang berlaku dan kajian interdisipliner terhadap 

aspek sosial, politik, ekonomi, serta ekologi(Irianto, 2009). Kajian normatif berfungsi menilai 

kesesuaian aturan kehutanan dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik dan prinsip 

perlindungan lingkungan hidup. Di sisi lain, analisis interdisipliner memberikan gambaran 
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mengenai bagaimana implementasi kebijakan berlangsung dalam realitas sosial dan kondisi 

hutan di Sumatera. Perpaduan kedua metode tersebut memungkinkan terbentuknya analisis 

yang menyeluruh antara tatanan hukum dan praktik empirik. Oleh karena itu, penelitian ini 

mampu menawarkan penjelasan mendalam mengenai peran dan kewajiban pemerintah dalam 

merespons persoalan deforestasi. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Evaluasi Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pengelolaan 

Hutan di Sumatera sebagai Upaya Mengidentifikasi Permasalahan Deforestasi dan 

Kelemahan Regulatif-Administratif 

Analisis normatif dilakukan untuk mengkaji landasan hukum yang mengatur tata kelola 

kehutanan di Indonesia, khususnya di Sumatera. Kajian ini menitikberatkan pada konsistensi 

peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 

Selain itu, penelitian menelaah celah normatif yang memberi ruang terjadinya praktik 

deforestasi. Evaluasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi bagian 

penting untuk melihat potensi disharmoni regulasi. Dengan demikian, analisis ini memberikan 

pemahaman mengenai kekuatan dan kelemahan struktur regulatif dalam pengelolaan hutan. 

Kajian ini menilai tingkat keterbukaan informasi pemerintah terkait perizinan, 

penggunaan kawasan, dan perubahan tutupan hutan. Akses publik terhadap peta konsesi, data 

deforestasi, dan dokumen perencanaan ruang dianalisis sebagai indikator utama transparansi. 

Integritas mekanisme publikasi oleh instansi pemerintah turut diperiksa guna menilai kualitas 

penyampaian data. Hambatan struktural, seperti birokrasi yang tertutup atau kapasitas 

teknologi yang rendah, diidentifikasi sebagai faktor penghambat. Temuan ini menunjukkan 

bahwa minimnya transparansi berkontribusi langsung terhadap meningkatnya deforestasi. 

Evaluasi akuntabilitas diarahkan pada mekanisme pertanggungjawaban instansi 

kehutanan dan pemerintah daerah atas kinerjanya. Penelitian menilai efektivitas penegakan 

hukum terhadap berbagai pelanggaran, termasuk pembalakan liar dan penyalahgunaan izin. 

Peran lembaga pengawasan internal dan eksternal dianalisis untuk menilai keseimbangan 

kontrol pemerintahan. Faktor penyebab lemahnya akuntabilitas, seperti intervensi politik, 

kendala birokrasi, dan potensi korupsi, turut dibahas. Dampaknya terlihat pada semakin 

rentannya kawasan hutan terhadap eksploitasi yang merusak. 

Sub-bab ini mengkaji sejauh mana kebijakan pencegahan deforestasi diimplementasikan 

secara konsisten oleh pemerintah. Koordinasi antar lembaga pemerintah, termasuk KLHK, 

pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum, menjadi fokus utama evaluasi. Pengawasan 
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lapangan, penegasan batas kawasan, serta penataan perizinan diperiksa untuk menilai 

efektivitas administratif. Berbagai hambatan teknis, anggaran, dan keterbatasan sumber daya 

manusia memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hasil analisis menunjukkan 

adanya kesenjangan signifikan antara regulasi normatif dan praktik pengelolaan di lapangan. 

Kajian ini menilai keterlibatan masyarakat lokal, masyarakat adat, dan organisasi 

masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan. Mekanisme 

konsultasi publik dan forum multipihak menjadi indikator partisipasi yang dianalisis secara 

mendalam. Faktor penghambat, seperti akses informasi yang terbatas dan minimnya 

representasi politik, turut diperhatikan. Selain itu, peran masyarakat dalam kegiatan 

pengawasan terhadap deforestasi juga menjadi bagian penting pembahasan. Minimnya 

partisipasi terbukti meningkatkan potensi konflik dan memperparah kerusakan hutan. 

Sub-bab ini menelaah kondisi struktural yang mempengaruhi dinamika deforestasi, 

termasuk faktor ekonomi, sosial, dan politik. Kepentingan korporasi, pemberian konsesi, serta 

fragmentasi kewenangan antar lembaga dianalisis sebagai variabel determinan. 

Ketidaksinkronan tata ruang antara pusat dan daerah turut memperbesar risiko kerusakan 

hutan(Fairuzzen, Merpaung, Putra, Malik, & Mahipal, 2024). Konflik tenurial dan lemahnya 

pengakuan hak masyarakat adat juga menjadi penyebab utama tekanan terhadap kawasan 

hutan(Jannah, Sari, & Yamani, 2025). Faktor struktural ini menunjukkan hubungan erat dengan 

rendahnya kualitas tata kelola kehutanan. 

Hasil analisis di atas memberikan dasar untuk merumuskan rekomendasi pembaruan tata 

kelola yang selaras dengan prinsip good governance. Perbaikan regulasi diperlukan untuk 

menutup celah hukum yang memfasilitasi deforestasi. Penguatan kapasitas kelembagaan 

pemerintah menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Teknologi 

pemantauan berbasis data dan keterbukaan informasi juga urgen untuk memastikan kontrol 

publik yang lebih kuat. Reformasi tata kelola diarahkan pada peningkatan keberlanjutan hutan 

Sumatera secara sistematis. 

Seluruh hasil kajian menunjukkan bahwa persoalan tata kelola hutan bersifat 

multidimensi dan memerlukan pendekatan terpadu. Penguatan transparansi, akuntabilitas, 

efektivitas administrasi, dan partisipasi publik menjadi pilar utama perbaikan. Identifikasi 

faktor struktural memperjelas akar permasalahan yang harus diselesaikan melalui reformasi 

kebijakan menyeluruh. Pemerintah perlu mengintegrasikan hasil evaluasi ini ke dalam 

perencanaan strategis dan kebijakan jangka panjang. Dengan demikian, pengelolaan hutan di 

Sumatera dapat diarahkan menuju model tata kelola yang lebih responsif dan berkelanjutan. 
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2. Analisis Kewajiban dan Kegagalan Pemerintah dalam Mengendalikan Deforestasi 

Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Prinsip Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik. 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 menjadi dasar hukum utama dalam 

penyelenggaraan pembangunan dan perlindungan hutan di Indonesia. Regulasi ini menetapkan 

struktur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan penyelenggaraan 

administrasi kehutanan berjalan sesuai ketentuan. Ketentuan mengenai pengukuhan kawasan 

hutan dan mekanisme persetujuan berusaha merupakan elemen sentral dalam pengaturan 

tersebut. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah 

tantangan operasional di wilayah hutan, khususnya di Sumatera. Dengan demikian, PP 23/2021 

memerlukan kajian lanjutan agar lebih responsif terhadap persoalan deforestasi. 

Dalam aspek perizinan, PP 23/2021 mengatur tata cara pemanfaatan hutan melalui skema 

persetujuan berusaha yang wajib dipatuhi pelaku usaha. Meski aturan sudah dirancang secara 

sistematis, pelaksanaannya masih memberikan ruang bagi ketidaksesuaian prosedur dengan 

praktik lapangan. Kelemahan tersebut tampak pada kurang optimalnya verifikasi teknis 

sebelum izin diberikan. Kondisi ini membuka peluang terjadinya eksploitasi hutan yang tidak 

sesuai dengan ketentuan konservasi. Oleh sebab itu, sistem perizinan dalam PP 23/2021 

membutuhkan pengendalian yang lebih kuat. 

Regulasi ini menempatkan fungsi pengawasan sebagai instrumen penting untuk 

mengendalikan kerusakan hutan. Namun, keterbatasan kelembagaan serta minimnya sarana 

monitoring menyebabkan pengawasan tidak berjalan secara optimal. Hal ini memicu terjadinya 

aktivitas ilegal yang tidak segera tertangani. Ketimpangan antara ketentuan normatif dan 

kondisi implementasi menjadi persoalan mendasar dalam pelaksanaan PP 23/2021. Akibatnya, 

regulasi ini belum sepenuhnya mampu mengurangi intensitas deforestasi. 

Di sisi lainnya, PP 23/2021 juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam 

kegiatan pengelolaan hutan. Akan tetapi, partisipasi tersebut sering terhambat karena 

ketidakmerataan informasi serta minimnya wadah deliberatif. Hal ini memperlemah peran 

masyarakat dalam mengontrol praktik pembangunan yang berpotensi merusak hutan. Selain 

itu, pengakuan terhadap hak masyarakat adat belum terakomodasi secara menyeluruh dalam 

regulasi ini. Karena itu, peningkatan partisipasi publik menjadi prasyarat penting untuk 

memperkuat kualitas tata kelola kehutanan. 
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Landasan hukum administrasi negara menjadi dasar bagi pemerintah dalam menjalankan 

kewenangan pengelolaan hutan(Ridwan, Wadrianto, & Setiadi, 2025). Pemerintah harus 

berpegang pada asas pemerintahan yang baik dalam seluruh tindakan administratifnya(Sari, 

2023). Regulasi kehutanan dan lingkungan mengatur secara rinci kewajiban negara dalam 

mencegah kerusakan hutan(Kusuma & Surakusumah, 2024). Norma administratif yang berlaku 

juga menetapkan batasan serta kewajiban pengawasan bagi aparat pemerintah(Putri, Triono, & 

Kasmawati, 2025). Oleh karena itu, negara berkedudukan sebagai pemikul kewajiban hukum 

untuk menjaga kelestarian lingkungan. 

Kelemahan administratif pemerintah tampak jelas dari berbagai bentuk kelalaian yang 

mendorong laju deforestasi. Prosedur perizinan yang tidak selaras dengan aturan normatif 

membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran(Nirboyo, 2021). Implementasi pengawasan 

yang tidak optimal menunjukkan keterbatasan efektivitas birokrasi(Ragi, Nugraha, Maharani, 

Affandi, & Darmawan, 2024). Maladministrasi berupa pembiaran dan penyalahgunaan 

wewenang memperparah kerusakan kawasan hutan(Wheare, 1973). Dampak keseluruhan dari 

kelemahan ini menyebabkan gangguan serius terhadap keberlanjutan lingkungan. 

Pertanggungjawaban pemerintah dapat ditelaah melalui instrumen pengawasan internal 

dan eksternal. Sejumlah lembaga pengawas memiliki peran dalam menilai dan mengoreksi 

kebijakan serta tindakan administratif di sektor kehutanan. Meskipun demikian, berbagai 

hambatan struktural dan dinamika politik sering menghalangi pelaksanaan akuntabilitas yang 

efektif. Hal ini menegaskan adanya ketimpangan antara norma pertanggungjawaban dan 

realitas administratif. Dampaknya, upaya pemerintah dalam menekan deforestasi menjadi 

kurang berhasil. 

Ketidakpatuhan pemerintah dalam mencegah kerusakan hutan dapat dianggap sebagai 

perbuatan melawan hukum(Sihombing & Nuraeni, 2024). Kerusakan ekologis dan dampak 

sosial yang timbul menunjukkan adanya kelalaian atau tindakan tidak sah dari pihak 

negara(Pattiwael, 2021). Penyimpangan dalam proses pemberian izin konsesi juga 

mencerminkan pelanggaran kewenangan(Maftukhan, 2024). Pembuktian kesalahan 

pemerintah dilakukan dengan melihat kewajiban yang diabaikan(Kholifah, 2023). Secara 

yuridis, hal ini menimbulkan tanggung jawab negara untuk melakukan pemulihan. 

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus dipenuhi untuk menjamin 

efektivitas pengelolaan hutan(Rahman dkk., 2024). Ketidakpatuhan pada prinsip tersebut kerap 

menjadi faktor pendorong deforestasi(Dwi Septina, Rianti, Iqbal, Sihombing, & Rahmayanti, 

2025). Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menyediakan 
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lingkungan yang layak bagi seluruh warga negara. Kerusakan hutan dapat dilihat sebagai 

bentuk pelanggaran atas hak lingkungan masyarakat(Mulyono, 2024). Dengan demikian, 

kebijakan pemerintah perlu diuji kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional dan tata kelola 

yang ideal. 

Instrumen penegakan hukum memberikan ruang bagi publik untuk menuntut 

pertanggungjawaban pemerintah dalam kasus deforestasi(Rachmawati dkk., 2023). 

Keterlibatan masyarakat sipil memperkuat fungsi pengawasan terhadap tindakan negara. Meski 

demikian, proses litigasi tetap menghadapi kendala yang tidak ringan(Putri dkk., 2025). 

Putusan pengadilan dapat menjadi dasar bagi perubahan kebijakan yang lebih progresif di 

sektor kehutanan(Rezekiah, Fithria, Shiba, & Ilham, 2024). Karena itu, reformasi administratif 

dan pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak guna memperbaiki tata kelola 

lingkungan. 

D. PENUTUP 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya deforestasi di Sumatera merupakan 

akibat dari ketidakefektifan implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam sektor 

kehutanan. Ketidakselarasan regulasi, kurangnya keterbukaan informasi, lemahnya mekanisme 

pengawasan, serta terbatasnya partisipasi publik menjadi penyebab utama memburuknya 

kondisi hutan. Meskipun PP 23 Tahun 2021 telah memberikan kerangka pengaturan yang jelas, 

penerapannya masih mengalami hambatan pada aspek teknis dan administratif. Pemerintah 

juga belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab konstitusional dalam memastikan 

lingkungan hidup yang terjamin dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban negara 

atas kerusakan ekologis menjadi isu penting yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. 

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa kelalaian administratif, kesalahan prosedural 

dalam perizinan, serta penyimpangan kewenangan menjadi faktor signifikan yang 

mempercepat deforestasi. Keterbatasan pengawasan, belum optimalnya akuntabilitas 

kelembagaan, dan pengaruh politik turut memperlemah efektivitas kebijakan kehutanan. 

Instrumen pengawasan dan penegakan hukum belum mampu bekerja maksimal akibat adanya 

hambatan struktural yang persisten. Temuan ini memperlihatkan adanya jarak yang besar 

antara ketentuan normatif dan praktik administratif di lapangan. Karena itu, transformasi tata 

kelola kehutanan menjadi langkah strategis untuk mengatasi kompleksitas permasalahan 

deforestasi. 
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